BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.21, 2013 KEMENTERIAN PERTANIAN. Jabatan Fungsional.
Pengawas Bibit Ternak. Formasi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82/PERMENTAN/OT.140/12/2012
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BIBIT TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan
Pengawas Bibit Ternak perlu formasi jabatan
fungsional Pengawas Bibit Ternak;

b. bahwa atas dasar hal tersebut, dan agar pengadaan,
pengangkatan, dan penempatan Pejabat Fungsional
Pengawas Bibit Ternak berjalan dengan baik perlu
menetapkan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional
Pengawas Bibit Ternak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2797);
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
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